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 Pada Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 13

tertuang tugas pokok kepolisian yaitu memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak

hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. 

 Biro Operasi adalah salah satu satuan kerja pada tingkat

Polda sesuai peraturan kepolisian Kepolisian (Perpol)

nomor 14 tahun 2018 tentang satuan organisasi dan tata

kerja (SOTK), memiliki 3 (tiga) unsur pelaksana utama

antara lain salah satunya adalah Kepala Bagian

Pengendalian Operasi (Kabagdalops) yang mana tugas

pokoknya adalah membina, menyelenggarakan,

koordinasi dan administrasi, mengendalikan operasi,

kegiatan kepolisian terpadu, serta mengumpulkan,

mengolah, dan menyajikan data operasi kepolisian dan

kegiatan kepolisian terpadu.

 Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia telah

membentuk command center yang diatur dalam

Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 07 tahun 2019 yang

pengendaliannya dilaksanakan oleh Kabagdalops dan

pelaksana hariannya oleh Kepala Siaga (Ka Siaga) untuk

tingkat Mabes dan Polda serta Perwira Siaga (Pa Siaga)

untuk tingkat Polres/ta, namun sampai saat ini kinerja

command center dirasakan belum maksimal, disebabkan

beberapa kondisi antara lain permasalahan sumberdaya

manusia (SDM), Regulasi dan kelembagaan yang secara

khusus terkait dengan command center yang perlu

dibenahi.

EXECUTIVE

SUMMARY
( RINGKASAN )
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Karena command center, secara kelembagaan belum tertuang dalam struktur


organisasi Biro Operasi Polda sesuai Peraturan kepolisian (Perpol) nomor 14 tahun


2018 tanggal 21 September 2018, berdampak pada kesulitan untuk mengoptimalkan


kinerja command center berkaitan dengan pengajuan  personil,  anggaran


operasional dan anggaran pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana


pendukung lainnya.

 

  Pada penyusunan proyek perubahan ini penulis akan mengupas perkap 07 tahun


2019 tentang command center dan implementasinya pada kegiatan operasional


kepolisian di Polda DIY, kemudian penulis akan menyusun telaahan staf dalam


rangka pengusulan struktur command center kedalam Satuan Organisasi dan Tata


Kerja (SOTK) Polri tingkat polda, membuat draf peraturan Asops Kapolri


tentangsistem pelaporan online melalui command center dan selanjutnya membuat


aplikasi sistem pelaporan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara online


dalam rangka pemantauan dan pengendalian pelayanan pasyarakat terutama


pelaksanaan patroli polisi yang nantinya akan dikembangkan kepada kegiatan


pelayanan masyarakat yang lainnya.

 

  Dalam kegiatan proses penyusunan proyek perubahan ini penulis didukung oleh


stakeholder internal dan eksternal Polda DIY dengan melakukan komunikasi yang


efektif sehingga output yang dihasilkan dapat diimplementasikan dalam tiga


tahapan, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kedepan


implementasi tahapan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga


command center kedepan dapat menjadi andalan polri dalam melaksanakan


monitoring dalam rangka pengawasan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

x



LATAR BELAKANG

PENDAHULUAN

BAB 1

 Program pembaharuan ditubuh Polri merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi


Polri agar kedepannya Polri menjadi organisasi/institusi yang baik, bersih,


transparan, akuntabel dan berwibawa. Tidak dipungkiri sampai saat ini kinerja


birokrasi ditubuh Polri masih banyak disoroti oleh masyarakat terutama dibidang


pelayanan masyarakat,  banyak komplain yang menyoroti kinerja pelayanan polri


yang lamban, berbelit-belit dan bahkan masih adanya percaloan yang terjadi, 


sangat merugikan masyarakat.  Hal ini terjadi akibat keterbatasan sumber daya,


adanya patologi didalam sebuah birokrasi antara lain rendahnya kualitas, 


profesionalitas,  produktivitas dan disiplin kerja serta beberapa perilaku


menyimpang lainnya dalam birokrasi pelayanan Polri.  Oleh kerena itu semakin


besar tuntutan bagi aparat kepolisian untuk mengedepankan good goverment


(pemerintahan yang baik) disetiap kinerjanya, dimana masyarakat menuntut


adanya kinerja yang profesional,  transparan dan akuntabel.

 Perbaikan mutu pelayanan masyarakat mutlak harus dilakukan oleh seluruh


pelaksana pada satuan kerja (satker) yang ada ditubuh Polri untuk meminimalisir


ketidak puasan masyarakat pengguna pelayanan. Banyaknya keluhan masyarakat


yang dituangkan dalam bentuk pengaduan menunjukkan bahwa masih kurang


optimalnya pelaksanaan pelayanan tersebut. 

A. LATAR BELAKANG
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LATAR BELAKANG

PENDAHULUAN

BAB 1

A. LATAR BELAKANG

 Pelayanan Publik dilakukan tidak lain untuk memberikan kepuasan bagi pengguna


jasa, karena itu penyelenggaraannya membutuhkan azas-azas pelayanan, sesuai


Kemenpan Nomor 63 tahun 2003 sebagai berikut: tranparansi,  akuntabilitas, 


kondisional,  partisipatif,  kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban.

 

 Pada undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pasal (1) 


disebutkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka


pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan


bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan


administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Polri sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Indonesia sesuai Undang-Undang


no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13,


mempunyai tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 


menegakkan hukum, dan menjadi pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat. 


Dari tugas  pokok yang terdapat pada undang undang kepolisian tersebut


menyatakan bahwa adanya tugas pelayanan yang diemban oleh Polri untuk


dilaksanakan dengan sebaik mungkin dalam rangka memenuhi harapan masyarakat


yang menggunakan pelayanan dari Polri.

 

 Ada beberapa kegiatan pelayanan masyarakat yang dilakukan institusi Polri


tersebar di satker/fungsi yang ada, seperti pelayanan laporan dan pengaduan


masyarakat,  penerbitan SIM, BPKB, STNK, SKCK, ijin keramaian, izin senjata api


dan lain lain yang mana sampai saat ini pelaksanaannya belum terintegrasi dan


masih menggunakan cara-cara konvensional.
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 Beberapa kegiatan kepolisian yang juga merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat


adalah Patroli kepolisian yang dilakukan oleh Satuan Samapta dan satuan lalu lintas dari tingkat


mabes sampai dengan Polda, Polres/ta dan Polsek guna menciptakan rasa aman dan ketenangan


kepada masyarakat.  Di wilayah Polda DIY data pelaksanaan Patroli dua tahun terakhir adalah


sebagai berikut:

Tabel 2

Data kegiatan patroli di Polda DIY dan Polres/ta jajaran

 Sejak era kepimpinan Kapolri Jenderal Polisi Drs. IDHAM AZIS, M.Si,  sampai dengan


kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.  menerapkan


strategi dengan mengangkat 16 Program Prioritas Kapolri Optimalisasi menuju Polri yang


“Prediktif,  Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan” yang dikenal dengan singkatan Polri


yang PRESISI.

 Dari 16 Program Prioritas tersebut, pada Program keempat yaitu Perubahan Teknologi


Kepolisian Modern di Era Police 4.0, serta Program keduabelas yaitu Mewujudkan Pelayanan


Publik Polri Yang Terintegrasi menggambarkan suatu Inisiatif kegiatan dalam meningkatkan


Responsibilitas pelayanan dan Transformasi teknologi Polri yang dilaksanakan oleh Institusi


Polri guna memberikan pelayanan masyarakat yang cepat,  transparan dan akuntabel di Era


Police 4.0.
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 Sebagai implementasi program tersebut diatas,  sejak tahun 2016 Polri secara bertahap telah


membangun Pusat kendali operasional kegiatan berbasis teknologi Informasi yang


dinamakan Command Center yang diatur pada Perkap nomor 07 tahun 2019, ditanda


tangani pada tanggal 27 November 2019. Pada pasal (1)  angka 5 disebutkan bahwa Pusat


Kendali (Command Center) adalah suatu sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang


terintegrasi dilingkungan Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polres, untuk mendukung


kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelayanan masyarakat.  

 

 Dengan adanya Command Center ini diharapkan dapat menjadi pembaharu pelayanan


masyarakat oleh Polri yang berbasis teknologi informasi,  sehingga kedepan dapat


menggantikan peran pelayanan masyarakat yang masih menggunakan pola konvensional. 


Command Center Polri yang melaksanakan pelayanan masyarakat berbasis teknologi


informasi,  diharapkan dapat memberikan peningkatan 

 pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat,  tepat,  transparan, simple dan akuntabel.

 Beberapa Pelayanan Masyarakat yang dapat dilaksanakan oleh Command Center saat ini


antara lain: 

1 .    Menerima laporan masyarakat melalui layanan 110, radio telekomunikasi,  laporan


telpon, aplikasi pelayanan kepolisian berbasis teknoligi informasi; 

2.    Melakukan pemantauan melalui closed circuit television (cctv),  media elektronik dan


media sosial serta aplikasi sistem informasi geografis;

3.   Menjalankan perangkat video analysics untuk kejadian tertentu yang memerlukan


analisis gambar, wajah dan data lain;

4.   Melakukan pencatatan kejadian dan mengkomunikasikan kepada petugas dilapangan


untuk mendapatkan fakta atas laporan masyarakat; 

5.    Membuat laporan kejadian kepada pengendali operasi.

 Di Polda DIY keberadaan Command Center terdapat pada 6 Lokasi yaitu di Polda 1 lokasi, 


Polresta Yogyakarta, Polres Sleman, Polres Bantul,  Polres KulonprogoDan Polres


Gunungkidul masing-masing 1 lokasi.  Dibandingkan dengan kebaradaan Commad Center di


polda lain, Polda DIY cukup beruntung karena telah memiliki sarana yang cukup canggih,


tinggal bagaimana pemanfaatannya untuk menunjang keberhasilan tugas dibidang


operasional maupun pelayanan masyarakat.

 Berdasarkan Perkap 07 tahun 2019 pasal 7,  pengendali operasionalisasi Command Center


adalah satker Biro Operasi,  tepatnya di bawah Kabagdalops dan pelaksana kendali harian


oleh Kasiagaops Polda. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, 


maka peran Command Center perlu dioptimalkan agar lebih berdaya guna terutama


mengembangkan pelayanan berbasis online/digital.
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B. DESKRIPSI GAGASAN

PROYEK PERUBAHAN

 Kepercayaan masyarakat merupakan kunci utama bagi terpeliharanya eksistensi

sebuah organisasi. Kepercayaan masyarakat hanya bisa diraih jika pelayanan yang

diberikan oleh organisasi dapat memenuhi harapan kebutuhan masyarakat. Untuk

itu, perbaikan dan peningkatan pelayanan publik merupakan hal yang tidak boleh

diabaikan oleh organisasi untuk mewujudkan kepuasan masyarakat guna

memelihara eksistensi organisasi sebagaimana diamanatkan UU RI No. 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu untuk membangun kepercayaan masyarakat

atas pelayanan publik yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. 

 

 Berkaitan dengan pelayanan publik dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat

maka gagasan proyek perubahan yang diangkat adalah Optimalisasi peranan

Command Center guna peningkatan pelayanan masyarakat. Hal ini merupakan

upaya dalam rangka meningkatkan peran Command Center yang selama ini kurang

mendapat perhatian dan berdampak pada kurangnya manfaat yang dapat dirasakan

oleh institusi Polri terhadap output yang dihasilkan oleh Command Center. Oleh

karena itu perlu adanya pembenahan terhadap Command Center, baik dari segi

personel , kelembagaan maupun regulasinya, agar memiliki kepastian tentang

struktur, tugas pokok dan jumlah personel yang mengawaki dan kualifikasi yang

dimilikinya, sehingga dengan demikian harapannya akan menghasilkan kinerja yang

maksimal dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
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C. KONDISI

OBYEK

PENULISAN

Kondisi Saat Ini

Jumlah operator yang mengawaki sejumlah 5 (lima) orang per hari untuk

menangani semua aplikasi yang ada secara umum sudah cukup namun terkendala

terhadap anggaran makan yang saat ini hanya terdukung 3 pers setiap regu piket;

Personel yang mengawaki (Operator) sebelum bertugas di Command Center

hanya diberikan pelatihan singkat,  sehingga belum memiliki kompetensi

dibidang teknologi informatika untuk melaksanakan tugasnya secara optimal;

Belum ada perwira yang memiliki kompetensi bidang Teknologi informatika

yang ditunjuk khusus membidangi Command Center, selama ini pengendaliannya

hanya ditumpangkan di siagaops yang tidak memiliki kompetensi dibidang

teknologi informatika;

 Menentukan Daftar Susunan Personel (DSP),  sehingga tidak ada standarisasi

jumlah personel pada Command Center baik dari segi kuantitas maupun

kualitas;

Menyusun dan Mengajukan anggaran operasiomal Command Center kedalam

DIPA/ RKA-KL Biro Operasi Polda;

 Menyusun anggaran pemeliharaan dan perawatan peralatan Command Center.

1.

  A. Dari segi Sumber Daya Manusia atau Personel 

1.

2.

3.

B. Dari segi Kelembagaan

Command Center belum memiliki landasan hukum yang kuat sebagai suatu struktur

organisasi yang berada pada Biro Operasi karena tidak diatur dalam Satuan

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polri tingkat Polda yaitu pada Peraturan Kapolri

(Perpol) 14 tahun 2018. Dengan demikian Command Center akan mengalami

kesulitan untuk :  

1 .

2.

3.

C. Dari Segi Regulasi

Command Center hanya diatur pada Perkap 07 tahun 2019, sebagai landasan

operasional yang hanya mengatur secara umum tentang penanggung jawab,

pengendali,  pelaksana harian, penganalisis dan operator, serta peralatan baik

software, hardware ,  jaringan dan sarana pendukung, sedangkan untuk regulasi

sistem pelaporan secara online serta regulasi kelembagaannya belum diatur dalam

Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polri tingkat Polda, sehingga secara

struktur kedudukan Command Center belum bisa ditentukan.
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 Terwujudnya penempatan piket fungsi yang bertugas memonitor aplikasi layanan

masyarakat sesuai fungsi teknisnya.

 Terdukungnya 3 perwira yang berkompetensi dibidang TI untuk mendukung wasdal tiap

regu piket anggota Command Center (alternatif menempatkan Pa Siaga Ops namun

terkendala kemampuan IT yang kurang memadai) 

 Tersedianya operator Command Center yang terlatih dan mahir dalam bidang tugasnya

Terintegrasinya pesawat 110 yang dioperatori oleh piket SPKT keseluruh meja operator

pers Command Center sehingga pelayanan 110 tidak hanya dibebankan kepada 1 pers piket

Command Center saja sebagai responsif terhadap layanan aduan masyarakat baik ditingkat

Polda maupun ditingkat Polres/ta.

 Terlaksananya sistem laporan Online dari piket Command Center Polres ke piket

Command Center Polda sehingga dapat termonitor seluruh aduan masyarakat melalui 110

termasuk upaya responsif kewilayahan.

Pemanfaatan Aplikasi yang sudah tersedia dan terintegrasi yaitu :

2.  Kondisi Yang Diharapkan

  A. Dari segi Sumber Daya Manusia atau Personel

1.

2.

3.

B. Dari segi Kelembagaan

Melalui optimalisasi Command Center diharapkan menjadi pilot project bagi Command

Center Polda lainnya agar terdukung terbentuknya nomenklatur dan penambahan job jabatan

Pamen/Pama pada Command Center / kebijakan Mabes Polri.

C. Dari Segi Regulasi

1.

2.

3.

 a.  Aplikasi Venom adalah Aplikasi monitoring patroli kewilayahan yang sampai saat ini

hanya sampai pada jajaran Polres sehingga melalui inovasi pembaharuan ini akan di perluas

jaringannya sampai ke tingkat Polsek guna mendukung responsif pelayanan pengaduan

masyarakat melalui 110. 

b. Pemanfaatan aplikasi Alwa yaitu aplikasi alarm warga inovasi Polres Kulon Progo dan

melalui intervensi Inovasi maka dilakukan sentralisasi pada Command Center Polda dan akan

dintegrasikan keseluruh Polres sebagai layanan pengaduan digital yang terkoneksi dengan

110.

4. Terintegrasinyanya seluruh aplikasi pelayanan masyarakat yang berbasis TI pada

Command Center Polda (aplikasi pada Satker Polda).

5.  Tersosialisasinya Command Center sebagai pusat komando, kendali,  komunikasi dan

informasi pada seluruh personel Satker Polda maupun Satwil jajaran.

6. Terselenggaranya sinergitas antara Command Center Polda dengan Command Center

Instansi terkait (Bag Kerma).
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3.  DIAGNOSA GAP

GAMBAR 1
DIAGNOSA GAP

 Dari uraian latar belakang dan analisis terhadap permasalahan tersebut di atas,  maka dapat

diusulkan sebuah gagasan proyek perubahan yaitu Optimalisasi Peranan Command Center

guna peningkatan Pelayanan Masyarakat.  Merupakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk

meningkatkan Trust Masyarakat dalam pelayanan publik dengan upaya inovasi di bidang

SDM, kelembagaan dan regulasi pada Command Center Polda DIY.
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D. Tujuan Proyek Perubahan

Tujuan1.
     Tujuan Umum proyek perubahan adalah

termanfaatkannya secara optimal peran

Command Center dalam pelaksanaan

kegiatan operasional polda terutama dalam

pelayanan kepada masyarakat, terbagi

dalam :

a. Tujuan Jangka Pendek
1)Terlaksananya peningkatkan kinerja satker
dalam melaksanakan pelayanan masyarakat
sesuai standar yang telah diterapkan;
2) Terlaksananyapenyempurnaan aplikasi
layanan masyarakat yang sudah ada ;
3) Terwujudnya pembuatan aplikasi E-
pelaporan Pelayanan Masyarakat ; 
4) Terlaksananya peningkatan kemampuan
anggota / operator dibidang pelayanan
masyarakat berbasis teknologi Informasi.

Terwujudnya sinergitas kerjasama lintas sektoral
antar Stake Holder yang dituangkan dalam MOU 
Terintegrasinya seluruh aplikasi layanan
masyarakat pada Command Center ; 
Terdukungnya penempatan perwakilan piket
fungsi pada Command Center

Terealisasikannya Struktur Command Center
Polri yang sudah terakomodasi pada SOTK Polri
tingkat Polda;
Terwujudnya usulan anggaran dan sarpras
pendukung Command Center (kendaraan dinas,
drone dan CCTV portable;

b. Tujuan Jangka Menengah
1.

2.

3.

c. Tujuan Jangka Panjang
1.

2.
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2.  MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

Meningkatnya kinerja organisasi dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat;
Meningkatnya kualitas SDM Polri dibidang Teknologi Informasi yang

dapat dimanfaatkan untuk menunjang tugas - tugas Kepolisian;
Sistem pelaporan dari satker dan satwil ke Command Center menjadi

lebih singkat dan lebih mudah;
Meningkatnya akuntabilitas kinerja anggota dalam pelaksanaan

tugasnya khususnya dibidang pelayanan;
Tersedianya Pusat Informasi dan Data terpadu yang dapat

dimanfaatkan oleh semua Satker Polda yang membutuhkan;
Sarana komunikasi Polri dengan masyarakat khususnya yang berkaitan

dengan informasi kinerja Polri dilapangan;
Sebagai alat kontrol pimpinan terhadap kinerja satker dibidang

pelayanan masyarakat.

Terlaksanannya pelayanan masyarakat yang semakin baik dari fungsi

pelayanan Polri;
Hilangnya praktek percaloan yang sering terjadi pada ruang pelayanan

publik;
Terhindarnya masyarakat dari informasi yang tidak akurat terkait isu

yang berkembang sehingga terhindar dari berita hoax.

1.Manfaat Proyek Perubahan
Manfaat yang didapatkan dari Proyek Perubahan ini dibagi dalam dua

kategori yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Internal

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

b. Manfaat Eksternal

1.

2.

3.
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 Proyek perubahan ini dirancang untuk menghasilkan keluaran
(output) baik jangka pendek, jangka menengah, maupun
outcome sebagaimana tersebut dibawah ini :

1.Output 
a.Terbitnya surat perintah dari Kapolda kepada personelyang
dilibatkan sebagai tim efektif sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;
b.Laporan hasil identifikasi peranan sarana prasarana dan
peruntukannya yang ada di command center;
c.Terbitnya KEP Kapolda perihal pengintegrasian aplikasi
pelayanan masyarakat yang terpusat pada Command Center;
d.Laporan hasil penandatanganan MOU kerjasama lintas
sektoral terkait layanan Command Center;
e.Terbitnya Nota dinas penyusunan naskah telaahan staf
tentang usulan struktur organisasi nomenklatur Command
Center pada Biro Ops;
f.Laporan hasil pelaksanaan pengembangan dan
penyempurnaan aplikasi layanan masyarakat;
g.Laporan sistem tata kelola laporan berbasis Teknologi
Informasi.

2.   Outcome
a.Terwujudnya sistem kerja yang optimal dalam pelayanan
masyarakat;
b.Tersusunnya rencana kerja yang lebih optimal bagi anggota
command Center;
c.Terintegrasinya seluruh aplikasi pelayanan masyarakat pada
Command Center;
d.Terwujudnya sinergitas Stakeholder internal maupun
eksternal terkait layanan command Center;
e.Terealisasikannya struktur Command Center Polri yang
terakomodasi pada SOTK Polri di tingkat Polda;
f.Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pada
masyarakat;
g.Terwujudnya akuntabilitas kinerja pada fungsi pelayanan
masyarakat. 

E. OUTPUT DAN OUTCOME
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BAB II

TABEL 3
TABEL MILESTONE

 Rencana tahapan terbagi dalam time-
frame yang telah ditentukan dan
disesuaikan dengan output kunci yang
akan dicapai sesuai tujuan proyek
perubahan. Didalam tahapan rencana
strategis ini juga dijelaskan tentang
output/capaian yang dihasilkan dalam
setiap tahapan yaitu tahap jangka pendek,
jangka menengah dan jangka panjang
sebagai berikut:

PENTAHAPAN PROYEK

PERUBAHAN / MILESTONE
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F. TATA KELOLA

KELOMPOK

POSISI MEREK DAN
TARGET PASAR

Guna mewujudkan Proyek Perubahan ini agar mendapatkan hasil yang sesuai harapan
maka perlu dilakukan pembentukan manajemen tata kelola proyek dengan keangotaan
tim proyek perubahan berasal dari lingkungan Biro Operasi dan Satker lainnya sesuai
bidang masing-masing dengan struktur sebagai berikut :

GAMBAR 2
STUKTUR ORGANISASI
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 Untuk mewujudkan Proyek Perubahan ini, diterapkan model
Kepemimpinan Kolaboratif dimana semua pihak yang terlibat
bekerja menuju tujuan bersama dengan berbagai tanggung
jawab dan wewenang untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan.

TABEL 4
PENJABARAN TUGAS
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G. PEMETAAN DAN ANALISA

STAKEHOLDERS

Net Map Stakeholder (Peta Koordinasi)1.
       a. Stakeholder Internal di lingkungan Polda DIY sbb :

 Kapolda 
Karorena
Karo SDM
Dirintelkam
Dirlantas
Dirpamobvit
Dirsamapta
Dirreskrimum
Dirreskrimsus
Dirresnarkoba
Kabid Tik
Kabid Humas
Kabid Keu
Kabid Kum
Ka SPKT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16. Kapolres/Ta 
17. Kabag Binops roop
18. Kabag Kerma

Roops
19. Kabag Binkar

Rosdm
20. Kabag Strajemen

Rorena
21. Kasubbid Tekinfo

Bid TIK
22.  Kasubbid BIA dan

APK Bidkeu
23. Kasubbag Renmin

Roops
24. Kaurrenmin SPKT
25. Kasubbag

Pulahjianta

b. Stakeholder Eksternal sebagai berikut :

 Kadis Kominfo DIY
Kadis Hub Provinsi
DIY
 Ka BNNP DIY
 Masyarakat

1.
2.

3.
4.

Media massa
LSM/Ormas
Media Online
Vendor

1.
2.
3.
4.
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KETERANGAN :
Ø LATENTS           :   Instansi/ individu yang memiliki kepentingan

kecil, pengaruh besar terhadap proyek perubahan.
Ø APATHETICS    :   Instansi/ Individu yang memiliki kepentingan

kecil dan pengaruh kurang terhadap proyek perubahan ini.
Ø PROMOTOR      :   Instansi/Individu yang memiliki kepentingan

besar dan pengaruh besar terhadap proyek perubahan.
Ø DEFENDERS     :   Instansi/Individu yang memiliki kepentingan

besar dan pengaruh kecil terhadap proyek perubahan.

Tabel 5
    Metode Kuadran




2. STAKEHOLDERS (METODE KUADRAN)
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 Target Pengembangan

Kompetensi

1.

 Target pengembangan kompetensi

dalam proyek perubahan ini sesuai

dengan rekap nilai akhir sikap dan

perilaku “8,58” dengan kategori

“baik”, maka peserta perlu diberikan

pengayaan pengembangan potensi

diri dalam bentuk kegiatan yang

terukur pada saat melaksanakan aksi

perubahannya dengan bimbingan dan

pendampingan yang terjadwal sebagai

bekal pendalaman sikap perilaku

dalam jabatan pimpinan pengawas.

2. Strategi Pengembangan 
Kompetensi

H. RENCANA STRATEGI

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

TABEL 6
STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
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Marketing sektor publik adalah serangkaian aktifitas, dan proses yang saling berhubungan
untuk mengidentifikasi, menciptakan, berkomunikasi, dalam rangka melayani kebutuhan
dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Salah satu lingkup marketing sektor publik
adalah penyedian produk barang dan jasa, ada yang bersifat gratis atau dikenakan biaya
kepada costumer. Agar produk bisa dikenal atau laku dipasaran perlu dilakukan strategi
marketing dengan memberdayakan elemen-elemen marketing itu sendiri seperti
digambarkan pada tabel berikut ini : 

Tabel 7
Strategi Marketing

l. Rencana Strategi Marketing
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 Marketing sektor publik adalah serangkaian

aktifitas, dan proses yang saling berhubungan

untuk mengidentifikasi, menciptakan,

berkomunikasi, dalam rangka melayani

kebutuhan dan kepentingan masyarakat pada

umumnya. Salah satu lingkup marketing

sektor publik adalah penyedian produk

barang dan jasa, ada yang bersifat gratis atau

dikenakan biaya kepada costumer. Agar

produk bisa dikenal atau laku dipasaran perlu

dilakukan strategi marketing dengan

memberdayakan elemen-elemen marketing

itu sendiri seperti digambarkan pada tabel

berikut ini : 

I . R E N C A N A  S T R A T E G I 

M A R K E T I N G

TABEL 7
STRATEGI MARKETING
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 Pada tahapan jangka pendek :

 Pada tahap pencapaian proyek perubahan,

penulis telah menyusun rencana kegiatan

sesuai roadmap/milestone sehingga

diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat

dilaksanakan berdasarkan target waktu

jangka pendek, jangka menengah dan jangka

panjang, dengan demikian diharapkan tim

efektif dapat melaksanakan kegiatan

tersebut sesuai petunjuk dan arahan yang

telah diberikan oleh project leader. Adapun

kegiatan tersebut antara lain :

1.

a. Pada hari Selasa tanggal 12 September

2022, melaksanakan konsultasi terkait

penyusunan proyek perubahan dan tim

efektif serta menerima petunjuk dan arahan

dari mentor terkait pelaksanaan proyek

perubahan. Pada kesempatan tersebut

menjelaskan juga terkait surat perintah

pembentukan tim efektif yang dikeluarkan

oleh Kapolda DIY, yang terdiri dari tim

perumus kebijakan, tim pengawas, sekretaris

dan tim pelaksana.

J. CAPAIAN PROYEK

PERUBAHAN

35%

BAB III
IMPLEMENTASI


PROYEK

PERUBAHAN




GAMBAR 3
ARAHAN MENTOR DALAM


PENYUSUNAN PROYEK

PERUBAHAN 
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b. Untuk mengimplementasikan kegiatan proyek perubahan,

pada Rabu tanggal 14 September 2022, Kapolda DIY telah

mengeluarkan Surat Perintah Nomor:

Sprin/1300/IX/DIK.2.5./2022, bagi personel yang dilibatkan

dalam tim efektif proyek perubahan (terlampir).

c.  Setelah menerima arahan dari atasan mentor dan mentor,

pada kesempatan berikutnya telah dilaksanakan pembentukan

tim efektif yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15

September 2022 jam 09.00 wib bertempat di ruang rapat Biro

Operasi Polda DIY. Pada kesempatan tersebut Project Leader

menyampaikan kepada tim efektif tentang maksud dan tujuan

proyek perubahan, gagasan proyek perubahan, kondisi saat ini,

kondisi yang diinginkan, manfaat dan langkah yang harus

dilakukan oleh tim efektif serta meminta tim segera menyusun

rencana kegiatan masing-masing sesuai tugas dan tanggung

jawabnya. Adapun produk kerja berupa Nota Dinas undangan

rapat,  daftar hadir dan notulen hasil  pelaksanaan rapat

(terlampir).

GAMBAR 4
PENGARAHAN KEPADA TIM EFEKTIF YANG DITUNJUK SESUAI SURAT


PERINTAH KAPOLDA DIY
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d. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20

September 2022 tim efektif menyusun rencana

kerja bagi operator Command Center, terkait

pembagian tugas, pembuatan laporan harian,

mingguan dan bulanan.

GAMBAR 5
RAPAT KOORDINASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA


OPERASIONAL COMMAND CENTER

Surat perintah piket 

Jadwal pembagian piket

e.Produk rencana kerja yang dibuat oleh tim efektif (terlampir).

1 .

2.

                                       

f .  Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2022 telah

dilaksanakan rapat kordinasi Optimalisasi Command Center

yang dipimpin langsung oleh Wakapolda DIY menghadirkan

Karoops, Kabid TIK, Kabag Binkar Rosdm dan Kasubbid

Multimedia Bidhumas sebagai tim efektif bidang teknologi

Informasi untuk melaksanakan rapat pembahasan identifikasi

peran dan manfaat dari Command Center (sarana prasarana

yang dimiliki dan peruntukannya).
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GAMBAR 6
MENGIDENTIFIKASI PERAN DAN MANFAAT DARI COMMAND CENTER

Surat undangan Rakor

Daftar hadir

Notulen Rakor                              

g.  Produk Rakor identifikasi peran dan manfaat Command

Center yang telah dibuat oleh tim efektif yang diketuai oleh

Karoops Polda DIY, melalui Nota Dinas Nomor :  B/ND-964/

IX/TIK.9/2022/Biroops tanggal 20 September 2022

(terlampir).

1 .

2.

3.

h. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 tim efektif

bidang regulasi melaksanakan rapat dalam rangka penyusunan

KEP Kapolda tentang pengintegrasian seluruh aplikasi yang

berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara online untuk

dipusatkan pada Command Center.

GAMBAR 7
PENYUSUNAN DRAFT KEP KAPOLDA BERSAMA TIM EFEKTIF
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GAMBAR 6
MENGIDENTIFIKASI PERAN DAN MANFAAT DARI COMMAND CENTER

Nota Dinas undangan rapat penyusunan Keputusan Kapolda

DIY.

Daftar Hadir

Keputusan Kapolda DIY perihal pengintegrasian seluruh

aplikasi layanan masyarakat pada Command Center

Surat Kapolda DIY perihal pengiriman Keputusan Kapolda

DIY kepada jajaran.

i .  Produk dari hasil  rapat penyusunan Keputusan Kapolda DIY

tentang pengintegrasian pelayanan masyarakat secara Online

pada Command Center dan di integrasikan kepada seluruh

Command Center Polres/ta jajaran. Adapun surat Keputusan

Kapolda DIY telah terkirim pada Polres/ta jajaran melalui

surat Kapolda DIY Nomor: B/3014/X/TIK.9./2022 tanggal 3

Oktober 2022 (terlampir)

1.

2.

3.

4.

j .  Pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2022 tim efektif bidang

regulasi menyusun naskah telaahan staf tentang nomenklatur

struktur Command Center Polda dibawah Biro Operasi

kedalam Satuan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Polri

tingkat Polda.

GAMBAR 8
PENYUSUNAN TELAAHAN STAF TENTANG NOMENKLATUR COMMAND CENTER

28



GAMBAR 6
MENGIDENTIFIKASI PERAN DAN MANFAAT DARI COMMAND CENTER

Surat pengantar dari Karoops

Surat Kapolda DIY kepada Kapolri cq Asops Kapolri

Naskah telaahan staf

k.Produk berupa naskah telaahan staf usulan struktur

organisasi Command Center kedalam satker Biro Operasi

Polda, sebagai nomenklatur baru, sudah dikirim ke Mabes

Polri melalui surat Kapolda DIY Nomor:

B/ND/-2283/X/OTL.1.1.1/2022 tanggal 4 Oktober 2022

(terlampir)

1.

2.

3.

l .  Pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2022 berkoordinasi

dengan AKBP Cahyani, S.E.,  M.Ec. Dev. (Kabagstrajemen

Rorena Polda DIY) terkait pembuatan usulan nomenkelatur

Command Center tingkat Polda ke Mabes Polri.

GAMBAR 9
KOORDINASI DALAM RANGKA MEMBUAT USULAN NOMENKLATUR COMMAND CENTER TINGKAT


POLDA KE MABES POLRI
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GAMBAR 6
MENGIDENTIFIKASI PERAN DAN MANFAAT DARI COMMAND CENTER

m. Produk berupa struktur organisasi dan pertelaahan tugas

pejabat yang membidangi Command Center Polda DIY

(terlampir)

n. Pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 telah dilaksanakan

pelatihan peningkatan kemampuan dibidang IT khususnya

pelaporan e-Pelayanan yang diintegrasikan melalui Layanan

Polisi 110, Aplikasi Alwa dan Venom bagi seluruh Ka SPKT

Polres dan jajaran Polsek yang dibuka oleh Ka SPKT Polda DIY

(AKBP Drs. Heru Budi Santoso) dan Pilot Project Proyek

perubahan, diikuti oleh para Ka SPKT Polres dan Polsek.

GAMBAR 10
ARAHAN KEPADA OPERATOR SPKT DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMAMPUAN BIDANG IT

o..Produk laporan pelaksanaan latihan peningkatan

kemampuan terhadap operator SPKT Polda DIY dan Polres/ta

jajaran (terlampir)

1)        Surat Telegram tentang pelatihan kemampuan IT

2)        Daftar hadir

3)        Notulen hasil  pelaksanaan latihan kemampuan IT.
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GAMBAR 6
MENGIDENTIFIKASI PERAN DAN MANFAAT DARI COMMAND CENTER

p. Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 telah dilaksanakan

pelatihan peningkatan kemampuan dibidang IT dan sosialisasi

khususnya pelaporan e-Pelayanan yang di integrasikan melalui

Layanan Polisi 110, Aplikasi Alwa dan Venom bagi seluruh

operator Command Center yang dibuka oleh Pilot Project

bersama dengan Ka SPKT Polda DIY (AKBP. Drs. Heru Budi

Santoso) diikuti oleh operator Command Center.

     

     

Gambar 11

Arahan kepada operator Command Center dalam rangka 

Optimalisasi peran Command Center

Surat Telegram pelatihan kemampuan operator

Daftar Hadir

Notulen hasil  pelaksanaan latihan kemampuan operator.

q. Produk laporan pelaksanaan latihan peningkatan

kemampuan terhadap operator Command Center Polda DIY

dan Polres/ta jajaran :

1.

2.

3.

r.  Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 menjadi

Narasumber Polcast (Polisi punya vodcast) Polda DIY dalam

rangka mensosialisasikan Command Center serta aplikasi Alwa

dan Venom guna diunggah di media sosial.
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GAMBAR 6
MENGIDENTIFIKASI PERAN DAN MANFAAT DARI COMMAND CENTER

GAMBAR 12
SOSIALISASI APLIKASI ALWA DAN VENOM DI POLCAST POLDA DIY

s.  Pada Hari Rabu tanggal 12 Oktober tim efektif bidang TI

melaksanakan kegiatan pengintegrasianaplikasi Alwa (Alarm

Warga) Kulonprogo kepada jajaran Command Center Polres/ta

kemudian merubah nama aplikasi menjadi Alwa Yogya

Istimewa
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GAMBAR 6
MENGIDENTIFIKASI PERAN DAN MANFAAT DARI COMMAND CENTER

t .  Produk laporan pelaksanaan pengintegrasian aplikasi Alwa

pada jajaran Command Center Polres/ta berupa Surat

Telegram pengintegrasian aplikasi Alwa Yogya Istimewa, Surat

perintah pengintegrasian aplikasi Alwa dan laporan hasil

pelaksanaan serta dokumentasi terintegrasinya aplikasi Alwa

(terlampir).

u. Pada Hari senin tanggal 17 Oktober tim efektif bidang TI

melaksanakan kegiatan perluasan jaringan aplikasi Venom

(Vehicle Monitoring System) kendaraan Patroli hingga tingkat

Polsek.

GAMBAR 14
PELAKSANAAN PERLUASAN JARINGAN APLIKASI VENOM BERSAMA TIM TI
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GAMBAR 6
MENGIDENTIFIKASI PERAN DAN MANFAAT DARI COMMAND CENTER

Surat Telegram pelaksanaan rapat koordinasi

pengintegrasian aplikasi Venom;

Daftar Hadir ;

Sprint Pemasangan aplikasi Venom

Laporan hasil  pemasangan aplikasi Venom

v. Produk laporan pelaksanaan perluasan jaringan aplikasi

Venom pada seluruh jajaran Polsek berupa:

1.

2.

3.

4.

w. Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober telah dilaksanakan

ujicoba pelaporan online responsif Layanan Polisi 110 dari

operator Polres ke Operator Polda melalui aplikasi Alwa yang

diintegrasikan dengan Venom. Adapun produk hasil

pelaksanaan yaitu Surat Telegram pelaksanaan uji coba, Nota

Dinas laporan hasil  pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan

(terlampir)

GAMBAR 15
UJICOBA PELAPORAN ONLINE RESPONSIF LAYANAN POLISI 110
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x. Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober telah dilaksanakan

publikasi aplikasi Alwa dan Venom melalui media sosial

Instagram agar masyarakat dapat mengetahui dan berminat

menggunakan aplikasi layanan tersebut. Adapun produk yang

dipublikasikan yaitu Video aplikasi Alwa Yogya Istimewa dan

Aplikasi Venom serta hasil  Polcast sosialisasi mengenai

aplikasi Allwa dan layanan 110.

GAMBAR 16
         PUBLIKASI APLIKASI ALWA DAN VENOM MELALUI MEDIA SOSIAL




Pelaksanaan Monev di Polresta Yogyakarta.

y. Pada hari Senin s.d Selasa tanggal 24-25 Oktober 2022

melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sistem

pelaporan dan reponsif Layanan Polisi 110 yang diintegrasikan

dangan aplikasi Alwa dan Venom

1.

GAMBAR 17
MONEV PENGINTEGRASIAN APLIKASI ALWA DAN APLIKASI VENOM 

DI POLRESTA YOGYAKARTA
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2. PELAKSANAAN

MONEV DI


POLRESTA SLEMAN

GAMBAR 18
MONEV PENGINTEGRASIAN APLIKASI ALWA DAN APLIKASI VENOM 

DI POLRESTA SLEMAN
 

3. PELAKSANAAN MONEV DI POLRES BANTUL.

4. PELAKSANAAN MONEV DI POLRES KULON PROGO.

GAMBAR 20
MONEV PENGINTEGRASIAN APLIKASI ALWA DAN APLIKASI VENOM DI POLRES KULONPROGO 36



5. PELAKSANAAN

MONEV DI POLRES

GUNUNG KIDUL.

GAMBAR 21
MONEV PENGINTEGRASIAN APLIKASI ALWA DAN APLIKASI VENOM DI POLRES GUNUNGKIDUL

K. CAPAIAN TARGET PROYEK PERUBAHAN

TABEL 8
CAPAIAN TARGET PROYEK PERUBAHAN
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Koordinasi stakeholder eksternal

 Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kegiatan proyek perubahan ini, penulis
juga telah melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder internal
maupun eksternal, pemangku kepentingan dengan harapan pelaksanaan proyek
perubahan ini mendapatkan dukungan penuh dari para para pihak dan kegiatan
proyek perubahan ini dapat berjalan sesuai rencana dan hasil yang ingin dicapai.
 

1.
a. Koordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan DIY, Ibu Ni Made Dwipanti
Indrayanti, S.T.,M.T.
Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan DIY dalam rangka
meningkatkan kerjasama penggunaan CCTV Dishub Pemda DIY untuk dikoneksikan
dengan Command Center Polda DIY guna memantau situasi di jalan dan antisipasi
gangguan keamanan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 
Kadis Perhubungan setuju dan mendukung rencana tersebut dan akan
ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Pemda dan Polda.

L. PETA DUKUNGAN STAKEHOLDERS DAN STRATEGI

KOMUNIKASI

GAMBAR 22
MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN KADIS PERHUBUNGAN DIY 

b. Koordinasi dengan Kadis Kominfo DIY, Bapak Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, S.I.P., M.Si.
Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas Kominfo DIY, menjelaskan tentang

keberadaan Command Center Polda DIY dan manfaatnya bagi Kepolisian dan

masyarakat Yogyakarta sehingga perlunya sosialisasi kepada masyarakat. Pada

kesempatan tersebut disampaikan juga perlunya peran Kominfo untuk membantu

mensosialisasikan Command Center, aplikasi Alwa dan Venom kepada masyarakat. 
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Gambar 23
Melaksanakan koordinasi dengan Kadis Kominfo DIY



c. Koordinasi dengan Kepala BNNP DIY, Brigjen Pol.Andi Fairan, S.I.K., M.Si. 
Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

DIY dalam rangka mohon dukungan proyek perubahan, menyampaikan tentang

Command Center Polda DIY dan kemampuan yang dimilikinya serta menyampaikan

peluang kerjasama dalam rangka lidik tindak pidana Narkoba dengan

menggunakan peralatan yang dapat mendeteksi wajah orang yang dicurigai

sebagai pelaku tindak pidana Narkoba.

Gambar 24
Melaksanakan koordinasi dengan Kepala BNNP DIY
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d. Koordinasi dengan Pemimpin Redaksi Tribun Yogyakarta, Bapak Ribut Raharjo.

Melaksanakan koordinasi dengan Pemred Tribun Yogyakarta terkait Perkap Nomor 07
tahun 2019 tentang Command Center serta aplikasi Polisiku di Polda DIY. Pada
kesempatan tersebut meminta masukan tentang pelayanan kepolisian yang
dilaksanakan selama ini menurut pandangan media serta meminta dukungan terkait
upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui optimalisasi peran
Command Center. Dari Pemred Tribun Yogyakarta menyatakan menyambut baik dan
mendukung adanya Command Center dan aplikasi Alwa dan Venom, semoga
bermanfaat bagi masyarakat Yogyakarta.

Gambar 25
Melaksanakan koordinasi dengan Pemred harian Tribun Yogyakarta




e. Koordinasi dengan tokoh masyarakat H. Andi Muchtar ST selaku Ketua Kerukunan
Keluarga Sulawesi Selatan di Yogyakarta. 
Melaksanakan koodinasi dan komunikasi dengan tokoh masyarakat Yogyakarta dalam
rangka meminta dukungan terkait Command Center berupa aplikasi Alwa dan Venom,
dan meminta bantuan untuk ikut mensosialisasikannya terkait monitoring CCTV
kegiatan unjuk rasa mahasiswa yang berasal dari Sulawesi Selatan agar tertib dan
sesuai aturan.
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Gambar 26
Melaksanakan koordinasi dan meminta dukungan dari tokoh masyarakat di


Yogyakarta 
(Ketua KKSS)



f. Koordinasi dengan ketua Ormas Senkom Mitra Polri DIY, Bapak Tri Setya P, S.Kom.
Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Ketua Ormas Senkom Mitra Polri DIY
dalam rangka meminta dukungan proyek perubahan dan membantu
mensosialisasikan Command Center Polda DIY dan aplikasi Venom serta Alwa kepada
masyarakat. 

Gambar 27
Melaksanakan koordinasi dengan Ketua Ormas Senkom Mitra Polri DIY 
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Sorotan 2

Sorotan 3

2. Koordinasi stakeholder internal

a.Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Wakapolda DIY, Brigjen
Pol. R. Slamet Santoso, SH., S.I.K., dalam rangka mohon petunjuk dan
arahan serta dukungan proyek perubahan.

b. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Plt. Irwasda Polda DIY, KBP

Hariyanto, S.I.K., dalam rangka mohon petunjuk dan arahan serta dukungan

proyek perubahan.

Gambar 28
Melaksanakan konsultasi, koordinasi, serta dukungan dari Wakapolda DIY




Gambar 29
Melaksanakan konsultasi, koordinasi, serta dukungan dari Plt. Irwasda


Polda DIY
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c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Karo SDM Polda DIY, KBP Nanang

Djunaedi, S.I.K., M.M. terkait permohonan penambahan personel dan peningkatan

kemampuan operator Command Center.

Gambar 30
Melaksanakan konsultasi, koordinasi, serta dukungan dari Karo SDM Polda


DIY

d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Karo Rena Polda DIY KBP

Drs. Teguh Trisasongko, S.I.K., terkait usulan struktur Command Center secara

kelembagaan dibawah Satker Biro Operasi Polda. 

Gambar 31
Melaksanakan konsultasi, koordinasi, serta dukungan dari Karorena Polda


DIY
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e. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bidang Hukum Polda DIY, KBP
Elvianus Laoli, S.I.K., M.H. terkait penyusunan regulasi Peraturan Asops Kapolri tentang
sistem pelaporan pelayanan masyarakat secara online dan penyusunan telaahan staf
Command Center Polda. 

Gambar 32
Melaksanakan konsultasi, koordinasi, serta dukungan dari Kabidkum Polda


DIY
f. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bidang Teknologi Informasi
Komunikasi Polda DIY, KBP P. Yugonarko, S.I.K., terkait permasalahan teknis pada
Command Center Polda. 

Gambar 33
Melaksanakan konsultasi, koordinasi, serta dukungan dari


Kabid TIK Polda DIY
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g. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bidang Hubungan
Masyarakat Polda DIY, KBP Yuliyanto, S.Ik. M.S.C., dalam rangka sosialisasi
Command Center dan aplikasi Venom serta aplikasi Alwa.

Gambar 34
Melaksanakan konsultasi, koordinasi, serta dukungan dari Kabid Humas


Polda DIY

h. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Direktur Intelejen dan
Keamanan Polda DIY, KBP Syahbuddin, S.I.K., dalam rangka mendapat
dukungan proyek perubahan.

Gambar 35
Melaksanakan konsultasi, koordinasi, serta dukungan dari Dirintelkam


Polda DIY

i. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Direktur Reserse Kriminal
Umum Polda DIY, KBP Nuredy Irwansyah Putra, S.H., S.I.K., M.H., dalam
rangka mendapatkan dukungan proyek perubahan.
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Gambar 36
Melaksanakan konsultasi, koordinasi, serta dukungan dari Dirreskrimum


Polda DIY

Gambar 37
Melaksanakan konsultasi, koordinasi, serta dukungan dari Dirreskrimsus


Polda DIY

j. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Direktur Reserse Kriminal
Khusus Polda DIY, KBP Roberto Gomgom Nanorang Pasaribu, S.H., S.I.K., M.Si.,
dalam rangka mendapatkan dukungan proyek perubahan.
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Gambar 38
Melaksanakan konsultasi, koordinasi, serta dukungan dari Dirresnarkoba


Polda DIY

Gambar 39
Melaksanakan konsultasi, koordinasi, serta dukungan dari Wadirlantas


Polda DIY

k. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Direktur Reserse Narkoba
Polda DIY, KBP Bayu Adhi Joyokusumo, S.I.K., dalam rangka mendapatkan
dukungan proyek perubahan.

l. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Wakil Direktur Lalu Lintas
Polda DIY, AKBP Hendra Gunawan, S.I.K., dalam rangkadukungan proyek
perubahan.
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Gambar 40
Melaksanakan konsultasi, koordinasi, serta dukungan dari Dirsamapta


Polda DIY

Gambar 41
Melaksanakan konsultasi, koordinasi, serta dukungan dari Dir Binmas


Polda DIY

m. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Direktur Samapta Polda DIY,
KBP Wisnu Prabowo, S.I.K., M.Si, dalam rangka dukungan proyek perubahan.

n. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Direktur Pembinaan
Masyarakat Polda DIY, KBP. Tartono, S.H., M.B.A. dalam rangka dukungan proyek
perubahan.
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p. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bidang Keuangan Polda DIY, KBP.

Andi Mayangkara, S.E., dalam rangka konsultasi penggunaan anggaran dinas dan mohon

dukungan proyek perubahan.

o. Melaksanakan konsultasi, koordinasi serta dukungan dengan Direktur Pengamanan Obyek Vital
Polda DIY,               KBP. Eko Santoso, S.I.K.

Gambar 42
Melaksanakan konsultasi, koordinasi, serta dukungan dari Dirpamobvit


Polda DIY

Gambar 43
Melaksanakan konsultasi, koordinasi, serta dukungan dari Kabid Keu Polda


DIY
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q. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Kepolisian Resort Kota
Yogyakarta.


"

Gambar 44
Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kapolresta Yogyakarta

r. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Kepolisian Resort Kota
Sleman.




Gambar 45
Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kapolresta Sleman
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s. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Kepolisian Resort Bantul.

"

Gambar 46
Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kapolres Bantul

t. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Kepolisian Resor
Kulonprogo.




Gambar 47
Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kapolres Kulonprogo

u. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Kepolisian Resort
Gunungkidul.
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"

Gambar 48
Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kapolres Gunungkidul

M. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

Kualitas Pelaksanaan Strategi Komunikasi1.
 

 Dalam rangka mendapatkan dukungan dari stakeholder baik internal maupun
eksternal, strategi komunikasi yang dilakukan secara dua arah dengan
menggunakan metode komunikasi untuk menyakinkan bahwa proyek perubahan
ini sangat penting bagi institusi Polri yang sangat membutuhkan dukungan dari
stakeholder internal maupun eksternal.
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" Tabel 9
Kualitas Pelaksanaan Strategi Komunikasi
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"
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"
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"
TABEL 10

PETA DUKUNGAN STAKE HOLDER
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"

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah DIY tentang Pengintegrasian
aplikasi pelayanan masyarakat pada Command Center Polda DIY;
 Aplikasi Venom dan Alwa dalam merespon pengaduan masyarakat;
 Instrumen laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat
Adanya kegiatan sosialisasi/pelatihan kepada personel Polda DIY
Analisis dan Evaluasi (Anev) kegiatan optimalisasi peran Command
Center dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa seluruh
stakeholder mau dan mampu memberikan dukungan selama proses
perencanaan dan implementasi proyek perubahan dalam rangka
Optimalisasi Command Center Guna Peningkatan Masyarakat.

2.Langkah - langkah Implementasi Strategi Marketing.

 Strategi marketing dalam proyek perubahan ini dilaksanakan dengan
mengacu pada tools 5 P yaitu people atau customer (pelanggan), place
(tempat), price (harga), promotion dan product. 
a. People/Customer (pelanggan) adalah anggota Kepolisian khususnya
Polda DIY dan masyarakat umum sebagai sasaran atau objek utama
dalam optimalisasi Command Center guna meningkatkan pelayanan
masyarakat..
b. Place (tempat) atau wilayah kerja dalam mengoptimalkan peranan
Command Center adalah Polda DIY dan satuan wilayahnya.
c. Price (biaya) adalah mencakup segala sumber daya yang diperlukan
termasuk biaya yang diperlukan terkait upaya pengoptimalisasi peranan
Command Center. 
d. Promotion atau sosialisasi optimalisasi peran Command Center
diberikan kepada seluruh jajaran/anggota Polri di Polda DIY. Selain itu,
sosialisasi juga diberikan kepada masyarakat terkait peningkatan
pelayanan melalui media sosial,media elektronik.
e. Product dari proyek perubahan ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:

1.

2.
3.
4.
5.

N. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

1.Kendala Internal

a. Pada saat pelaksanaan implementasi proyek perubahan ini, penulis
masih dibebani tugas rutin yang cukup padat, sehingga jadwal kegiatan
terkadang bertabrakan dan harus mendahulukan kegiatan rutin agar
pelaksanaannya tidak terlambat.
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"
b. Pada pelaksanaan proyek perubahan ini, masih bertepatan dengan
terjadinya pandemi covid-19, yang mana pada saat ini Polda DIY
melaksanakan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) Aman Nusa II
Progo 2022, terkait penanganan bencana non alam Covid-19, dan
pembentukan gugus tugas oleh Kepala Daerah (Gubernur) terkait PMK
Hewan, sehingga konsentrasi pelaksanaan kegiatan terpecah, disamping
melaksanakan proyek perubahan juga melaksanakan tugas kedinasan
yang memang diemban oleh penulis selaku Pengendali Operasi. 

2. Kendala eksternal

Kesibukan para stakeholder eksternal pada kegiatan tugas pokok masing-
masing yang memang sangat penting untuk dilaksanakan, menyebabkan
sulitnya menentukan waktu untuk melaksanakan pertemuan dan
koordinasi serta konsultasi dalam konteks proyek perubahan ini. 

O. UPAYA MENGATASI KENDALA

 Dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi agar pelaksanaan
penyelesaian proyek perubahan tepat waktu, maka beberapa strategi
yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 
1.  Pemanfaatkan anggota yang tidak telibat dalam KRYD Aman Nusa II
Progo 2022 dan Tim Gugus Tugas PMK bentukan Gubernur untuk menjadi
tim efektif dalam pelaksanaan proyek perubahan ini.

2.  Pemanfaatan waktu seefektif mungkin disela-sela kegiatan dan
kesibukan anggota baik dalam pelaksaan tugas rutin maupun tugas
operasi, sehingga kegiatan proyek perubahan dapat berjalan sesuai
tahapan.

3.  Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan para stakeholder dan
tim efektif yang terlibat proyek perubahan menggunakan media
komunikasi seperti telepon, email, whatsapp, maupun sarana komunikasi
lainnya.
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"  Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan proyek perubahan,project
leader melakukan pemberdayaan organisasi pembelajaran dengan
melibatkan dan memberdayakan stakeholder baik internal maupun
eksternal melalui berbagai metode kegiatan. 
 
Proses proyek perubahan sebagaimana ditetapkan dalam milestones,
mulai dari tahapan inisiasi proyek perubahan hingga tahapan
Implementasi proyek perubahan terkait optimalisasi Command Center
guna meningktakan pelayanan masyarakat dilaksanakan dengan
mengembangkan pembelajaran organisasi terhadap atasan  langsung
atau mentor project leader, tim efektif, dan seluruh stakeholder internal
dan eksternal melalui metode-metode edukasi, sosialisasi, pelibatan
stakeholder dan pihak terkait, keterbukaan informasi serta pengelolaan
pengetahuan.
 
1.   Melalui kegiatan brainstorming dengan atasan langsung selaku mentor,
project leader harus mampu meyakinkan mentor bahwa proyek
perubahan yang diusulkan akan sangat bermanfaat untuk organisasi dan
masyarakat. Project leader harus mampu memberikan gambaran
mengenai latar belakang mengapa proyek perubahan harus dilakukan,
manfaat proyek perubahan secara internal dan eksternal, kendala yang
mungkin dihadapi, siapa saja stakeholder yang dapat diberdayakan untuk
mendukung pencapaian tujuan proyek perubahan, Apa rencana strategis
yang harus dilakukan. Project leader senantiasa berkoordinasi dan
melaporkan setiap perkembangan tahapan dan kegiatan kepada atasan
langsung. Upaya ini berdampak kepada dukungan penuh atasan langsung
kepada pelaksanaan proyek perubahan.

2. Kepada tim efektif, project leader memberikan edukasi mengenai
pentingnya proyek perubahan, langkah-langkah yang harus dilakukan
sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam Tim Efektif melalui
milestones dan tabulasi tahapan kegiatan. Memberikan arahan,bimbingan
dan waktu luang untuk konsultasi bagi mereka ketika bertemu kendala
dalam menyelesaikan kegiatan sesuai milestones. Memberikan
keleluasaan bagi mereka untuk berimprovisasi dalam pelaksanaan tugas
selaku Tim Efektif. Melakukan pengawasan,pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan kegiatan. Upaya ini berdampak kepada kontribusi
dan partisipasi kreatif secara maksimal dari Tim Efektif terhadap
pencapaian tujuan proyek perubahan.

P. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR
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" 3. Melalui brainstorming, diskusi dan konsultasi dengan stakeholder internal
dan eksternal, project leader memberikan edukasi mengenai latar
belakang mengapa proyek perubahan harus dilakukan serta manfaat
proyek perubahan secara internal dan eksternal serta dengan melibatkan
mereka dalam proses perencanaan maupun implementasi proyek
perubahan. Project leader juga melakukan sosialisasi mengenai proyek
perubahan yang akan dilaksanakan serta kebutuhan dukungan dari
stakeholder. Upaya ini berdampak kepada dukungan stakeholder internal
maupun eksternal secara maksimal dalam proses implementasi proyek
perubahan. Secara tidak langsung project leader juga melakukan
pengelolaan pengetahuan yang didapat dari hasil brainstorming, diskusi
maupun konsultasi, yang kemudian dibagi atau disampaikan kepada
Mentor dan Tim Efektif sesuai tanggung jawab masing-masing serta
stakeholder lainnya yang terkait.



Q.  IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Penguasaan akan tugas pokok dan fungsinya sehingga mampu
menjabarkan perintah atasan dengan baik.
Mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik dengan atasan
maupun bawahan. 

Memberikan tugas tambahan dengan memberikan target penyelesaian
dan pelaporan setiap progresnya.
Menguji peserta dengan pembebanan tugas yang komplek sehingga
harus dibagikan kepada anggotanya. 

 Implementasi pengembangan sikap perilaku dan potensi diri
dilaksanakan berdasarkan perumusan kegiatan pengembangan mandiri
peserta dan penugasan mentor. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat
dijelaskan sebagai berikut :
 
1.   Aspek integritas yaitu memastikan jajaran tim atau pegawai di
lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta
fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis organisasi, dilaksanakan
dengan :

a.Pengembangan mandiri :
1.

2.

b. Pengembangan melalui penugasan:
1.

2.

2. Aspek kerja sama yaitu membangun komitmen baik dalam unit atau
antar unit kerja, dengan saling menghargai dan memberikan dukungan,
guna menunjang pencapaian target kerja organisasi, dilaksanakan
dengan :
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" Melatih diri untuk disiplin dalam membuat janji bertemu dengan
atasan, bawahan dan rekan kerja.
Selalu memenuhi kewajiban akan tugasnya dan mematuhi nilai-nilai
kemanusiaan, seperti keadilan, kesopanan, pengampunan, etika dan
integritas moral 

Menugaskan peserta agar mampu menumbuhkan hubungan kerja
yang harmonis bagi semua anggotanya.
 Melatih peserta untuk mampu memberikan penilaian kepada
anggotanya dan memberikan reward/penghargaan atas prestasinya
secara berkala.

Mempelajari dan memperbanyak referensi terkait pemanfaatan
sumberdaya yang digunakan dalam pengelolaan perubahan; 
Melatih diri dalam mengorganisir sumber daya (SDM, sarpras,
anggaran, metode) untuk mencapai tujuan kerja organisasinya 

Memberikan tanggungjawab untuk memimpin dan memandu
anggotanya untuk melalui perubahan cara kerja dan pemanfaatan
teknologi informasi melalui literasi digital.
 Menugaskan peserta untuk mampu identifikasi kendala tugas dalam
organisasi dan cara mengatasi kendala tersebut dan mengevaluasi
keberhasilannya.

a.Pengembangan mandiri:
1.

2.

b. Pengembangan melalui penugasan
1.

2.

3. Aspek mengelola perubahan yaitu memantau, mengevaluasi hasil kerja
unit serta melakukan perbaikan kinerja unit dengan memanfaatkan
sumber daya yang ada, baik internal dan eksternal, agar selaras dengan
sasaran strategis instansi. Dilaksanakan dengan :
a.Pengembangan mandiri:

1.

2.

b. Pengembangan melalui penugasan
1.

2.

R. KETERKAITAN DENGAN MATA PELAJARAN PILIHAN

Hak Asasi Manusia

 Keterkaitan proyek perubahan dengan mata pelajaran pilihan yang
diambil oleh peserta PKN Tingkat II Angkatan XVIII Pusdikmin Polri Tahun
2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.
Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat dalam diri manusia
yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan Yang
Maha Esa yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakikat HAM sendiri
merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh
melalui keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan
kepentingan umum. 64



"
 Negara Republik Indonesia telah berkomitmen untuk menghormati,
memenuhi, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia
sebagaimana disebutkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, sebagai bagian dari masyarakat
internasional yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi,
Sosial, dan Budaya, dan berbagai perjanjian internasional lainnya di
bidang Hak Asasi Manusia. 
 
 Pembelajaran yang dilakukan oleh pilot project terkait Modul HAM yang
dilakukan secara E-learning dengan beberapa referensi yang terdapat
pada modul yaitu mengenai Implementasi HAM berdasarkan rencana aksi
nasional hak asasi manusia serta Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara
yang berisi konsep dasar hak asasi manusia yang berisi konsep mengenai
subjek hukum hak asasi manusia, peran, kewajiban dan tanggung jawab
negara dalam hak asasi manusia. Adapun hasil yang diperoleh yaitu
mampu mengimplementasikan hak asasi manusia dalam pelaksanaan
tugas serta memahami kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap
hak asasi manusia.
 
 Keterkaitan dalam penyusunan Proper dengan hak asasi manusia yaitu
dalam optimalisasi Command Center guna peningkatan terhadap
pelayanan masyarakat diharapkan mampu mengoptimalkan kebijakan,
regulasi, dan program yang terkait dengan penghormatan, pelindungan,
pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak perempuan, anak,
penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat. 

 Command Center sebagai pusat komando, kendali, kordinasi, informasi
dan pelayanan masyarakat disamping monitoring situasi kamtibmas
melalui laporan patroli dilapangan serta pengawasan CCTV juga
menerima pengaduan masyarakat dimana dibutuhkan respon cepat
terhadap pengaduan masyarakat tentunya harus dapat
mengimplementasikan HAM terhadap wanita, anak, penyandang cacat
dan kelompok masyrakat adat yang membutuhkan kehadiran dan
pelayanan aparat kepolisian, hal tersebut juga merupakan bentuk
implementasi tanggungjawab negara terhadap hak asasi manusia
dimana Polri sebagai aparat negara.

65



"
2. Manajemen Pemerintahan
Manajemen Pemerintahan adalah gabungan dua suku kata yaitu manajemen
dan pemerintahan, Sondang P. Siagian mendefinisikan Manajemen
pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan pada aparatur
pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari
badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif,
baik yang berada pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
Selanjutnya Budi Supriyanto, mengatakan bahwa manajemen pemerintahan
adalah suatu proses kegiatan melakukan tata kelola atau pengelolaan
pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka
mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan
rakyat. 
 
 Dari kedua pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Manajemen
pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan
negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara.
Sehingga dalam memahami manajemen pemerintahan terdapat beberapa hal
yang harus diketahui yaitu konsep dasar manajemen pemerintahan,
manajemen dalam organisasi pemerintahan serta manajemen pemerintahan
di era revolusi 4.0.
 
 Manajemen dalam organisasi pemerintahan terdapat dua pokok bahasan
yaitu kelembagaan penyelenggara urusan negara serta hubungan pemerintah
pusat dan daerah. Sedangkan bahasan manajemen pemerintah di era revolusi
yaitu keterampilan abad 21 dan birokrasi 4.0. Kedua pokok bahasan tersebut
sangat berkaitan dengan sistem manejemen di Kepolisian Negara Republik
Indonesia yaitu dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan.
Pengorganisasian di tubuh Polri yang memiliki struktur yang sama yaitu :
a.Pemimpin, yaitu Kapolri; 
b.Pembantu pemimpin, yaitu Koorspripim; 
c.Pelaksana, yaitu Kepala Badan; 
d.Pengawas, yaitu Inspektorat Pengawasan; 
e.Pendukung, yaitu Asisten Kapolri.
Sedangkan manajemen pemerintahan di era revolusi polri juga sudah
mengadopsi birokrasi 4.0 dengan menggunakan sistem digitalisasi dalam
berbagai kegiatan operasional dan pelaporannya sesuai dengan salah satu
program prioritas kapolri yaitu upaya perubahan teknologi kepolisian modern
di era 4.0.
Dengan demikian, pentingnya memahami manajemen pemerintahan dikaitkan
dengan tugas pokok Polri adalah guna mendukung program pemerintah
dimana Polri sebagai alat utama penyelenggara negara sehingga seluruh
usaha atau kegiatan pemerintah untuk mencapai tujuan negara dapat
terwujud dengan baik melalui sinergitas Polri dan aparatur pemerintahan
lainnya baik ditingkat pusat maupun daerah.  66



" 3. Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme
 
Pada kompetensi pihan mengenai pencegahan dan penanggulangan
ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme mencakup
tiga sub bidang pengetahuan dasar yaitu:

a.Ancaman dan Perkembangan Terorisme di Indonesia; 
b.Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Penanggulangan
Terorisme; 
c.Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). 

Oleh karena itu, modul bahan ajar kompetensi pilihan ini diharapkan dapat
memberikan manfaat untuk mengembangkan dan membentuk aparatur
pemerintah yang profesional dalam upaya pelaksanan pencegahan tindak
pidana terorisme. 
 
Indonesia sebagai negara yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945
memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi ancaman terorisme.
Selama tiga periode rezim pemerintahan yakni Orde Lama, Orde Baru, dan
Pascareformasi, Indonesia telah dihadapkan pada sejarah dinamika
ancaman gerakan atau aktifitas terorisme. Oleh karena itu, dinamika
ancaman terorisme di Indonesia dapat dijelaskan ke dalam tiga periode
rezim pemerintahan: 
 
a. Rezim pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Sukarno
berlangsung dari tahun 1945 hingga 1965. Indonesia di bawah
kepemimpinan Presiden Sukarno telah dihadapkan pada sejumlah ancaman
gerakan atau perlawanan kelompok bersenjata (separatist movements)
yang disertai dengan aksi-aksi teror dengan beragam ideologi, modus dan
pola. Pada masa Orde Lama, perlawanan kelompok bersenjata
menggunakan instrumen kekerasan dan aksi teror untuk mengganggu
stabilitas keamanan nasional negara Indonesia demi mewujudkan
kepentingan dan agenda politik kelompok tertentu. Oleh karena itu, dalam
titik tertentu antara gerakan separatisme dan terorisme memiliki kesamaan.
Mereka sama-sama menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan, baik
kekerasan terhadap pemerintah ataupun masyarakat sipil yang
menghalangi. 

67



"
b. Orde Baru adalah periode pemerintahan Presiden Suharto yang
menggantikan Presiden Sukarno sejak tahun 1965 hingga 1998. Pada masa
Orde Baru, ancaman terorisme di Indonesia lebih banyak didominasi oleh
kelompok terorisme simpatisan dan pendukung DI/TII Kartosuwiryo. Dalam
catatan sejarah, sepanjang pemerintahan Orde Baru, diantara beberapa
gerakan kelompok bersenjata yang mengarah pada aksi terorisme yang
pernah muncul antara lain : Komando jihad pada akhir tahun 1976 yang
dikomandoi haji Ismail Pranoto. Frpnt pembebasan musilim indonesia di
Aceh yang dipimpin oleh Hasan Tiro serta gerakan Fretelin di Timor Leste.

c. Periode Pascareformasi adalah masa kepemimpinan rezim
pemerintahan yang berlangsung sejak jatuhnya Presiden Suharto tahun
1998. Gerakan atau ancaman terorisme yang berkembang pada periode
ini umumnya adalah gerakan terorisme yang mengusung simbol-simbol
Islam dalam aksi, wacana dan gerakan. Lebih dari itu, gerakan terorisme
pada periode ini mengusung agenda jihad global yang terhubung dengan
jaringan terorisme internasional. 

Aktivitas dari beberapa kelompok teror yang tersebar di berbagai wilayah
tentunya mempengaruhi tingkat kestabilan suatu negara, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Secara garis besar, landasan pemikiran,
pola propaganda hingga pola penyerangan dipengaruhi oleh aktifitas
kelompok teror utama seperti ISIS. Melalui propaganda teror dari kelompok
tersebut biasanya akan diinternalisasikan kepada kelompokkelompok kecil
lainnya yang terafiliasi dengan ISIS. Namun demikian, tidak hanya ISIS yang
masih memiliki pengaruh besar, faktanya kelompok lainnya seperti Al-
Qaeda dan Taliban masih memiliki eksistensi dan juga memberikan
pengaruh tersendiri terhadap jaringan afiliasinya. 
 
 Dari uraian tersebut diatas mengenai ancaman dan perkembangan
terorisme di Indonesia maka disusunlah kebijakan dan peraturan
perundang-undangan tentang penanggulangan terorisme. Hal ini tersebut
sebagai landasan dalam mengambil tindakan hukum dalam menangani
dan mencegah terjadinya aksi terorisme di Indonesia. Disamping kebijakan
dan peraturan yang telah susun juga di sertai dengan pembentukan
badan penanganan dan penanggulangan terorisme yaitu BNPT. 

Dalam upaya menindaklanjuti posisi BNPT sebagai lembaga yang
mengkoordinasi urusan di bidang terorisme, BNPT melalui Surat Keputusan
Menkopolhukam No. 42 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi
Kementerian/Lembaga dalam Penanggulangan Terorisme membentuk Tim
Sinergitas Kementerian/ Lembaga. Pembentukan Tim Sinergitas
Kementerian dalam rangka menyatukan dan menyamakan persepsi
dalam menghadapi ancaman terrorism di Indonesia. 68



"  Selain mengoordinasikan kerja sama Kementerian/ Kelembagaan di
tingkat nasional, BNPT juga menjalin kerja sama lembaga pemerintah di
tingkat daerah melalui pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan
Terorisme (FKPT). Dasar pembentukan lembaga ini adalah Keputusan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: KEP-
02/K.BNPT/1/2012 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan
Terorisme (FKPT) di Daerah. Pada dasarnya, FKPT merupakan lembaga
kepanjangan tangan dari BNPT yang ada di tingkat daerah berdasarkan
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor:
PER-03/K.BNPT/1/2017 tentang Pedoman Umum Forum Koordinasi
Pencegahan Terorisme di Daerah.
 
 Sedangkan di tingkat Internasional, BNPT juga juga melakukan
koordinasi penanggulangan terorisme di bidang kerja sama
internasional. BNPT tidak bekerja sendiri dalam menjalin kerja sama
internasional, akan tetapi juga secara tidak langsung melibatkan
kementerian/lembaga yang terkait dengan kerja sama internasional
penanggulangan terorisme.
 
 Dengan demikian keterkaitan antara kompetensi pilihan dengan proyek
perubahan yang laksanakan pilot project yaitu adanya kerjasama
dalam penanggulangan dan pencegahan terorisme dalam rangka lidik
tindak pidana Terorisme dengan menggunakan peralatan yang dapat
mendeteksi wajah orang yang dicurigai sebagai anggota terorist pada
camera CCTV Command Center. 
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BAB IV
PENUTUP

S. KESIMPULAN

 Proyek Perubahan yang sedang dikerjakan di Biro Operasi
Polda DIY sangat relevan untuk mengimplemantasikan 16
program Prioritas Kapolri pada poin keempat yaitu Perubahan
Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0 dan poin
keduabelas yaitu Mewujudkan Pelayanan Publik yang
Terintegritas.
Berdasarkan hasil koordinasi dan komunikasi dengan
stakeholder baik internal maupun eksternal, telah
mengapresiasi dan memberikan dukungan serta masukan
terhadap Proyek Perubahan yang sedang dilaksanakan di Biro
Operasi Polda DIY.
Aplikasi Alwa Yogya Istimewa (Alarm Warga) dan Venom
(Vehicle Monitoring System) sebagai salah satu instrumen
dalam membangun sistem pengendalian dan pelaporan
kegiatan pelayanan masyarakat dalam bentuk layanan
pengaduan dan informasi secara digital dan kegiatan Patroli
polisi yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga
memudahkan operator dalam pelaksanaan pendataan,
pengelolaan, pelaporan, update data dan monitoring kegiatan
satker maupun satwil.

Dari uraian yang terdapat pada BAB I, BAB II dan BAB III maka
terhadap Proyek Perubahan dengan judul “Optimalisasi Peran
Command Center Guna Peningkatan Pelayanan Masyarakat”
dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

2.

3.
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4. Seluruh tahapan Proyek Perubahan, khususnya pada tahapan
jangka pendek telah dilaksanakan sesuai dengan milestone yang
telah direncanakan. Adapun capaian pada jangka pendek antara
lain sebagai berikut :

a). Terbentuknya Tim efektif yang dikuatkan oleh Surat Perintah
Kapolda DIY, guna mewujudkan implementasi proyek perubahan
yang dilaksanakan di Biro Operasi Polda DIY.

b). Terintegrasinya aplikasi “ALWA dan VENOM” sebagai sistem
pelayanan pengaduan dan responsif pengaduan yang berbasis
Teknologi Informasi.

c). Terwujudnya Keputusan Kapolda DIY tentang pengintegrasian
seluruh aplikasi pelayanan masyarakat yang di pusatkan pada
Command Center. 

d). Terwujudnya pembuatan telaahan staf tentang usulan struktur
organisasi Command Center Polda dibawah satker Biro Operasi
untuk dituangkan kedalam Satuan Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) Polri tingkat Polda.

BAB IV
PENUTUP

T. LESSONS LEARNED

 Ada beberapa anggota/personil/pejabat tertentu di satker-
satker Polda DIY dalam posisi zona nyaman mengalami
resistensi terhadap gerakan dan arus perubahan (Proyek
Perubahan) yang sedang dikerjakan namun dengan
komunikasi dan koordinasi yang baik, mereka dapat
memahami dan ikut memberikan dukungan.

Dalam menyusun Proyek Perubahan yang dilaksanakan di Biro
Operasi Polda DIY beberapa hal yang dapat dipetik sebagai
pelajaran antara lain sebagai berikut :

1.
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1.Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi adalah sebuah
keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam tata kelola
kelembagaan, sehingga Teknologi Informasi merupakan suatu
kebutuhan yang mutlak diperlukan dalam mendukung kegiatan
operasional dan pelayanan masyarakat di Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

2.   Terhadap suatu gagasan yang baik belum tentu langsung
dapat diterima oleh pihak lain, oleh karena itu diperlukan strategi
dan kemampuan komunikasi yang tepat untuk meyakinkan
bahwa ide dan gagasan tersebut adalah merupakan sesuatu yang
diperlukan untuk diwujudkan dalam suatu organisasi/lembaga.

3.   Keberhasilan suatu gagasan perubahan ditentukan oleh
banyak faktor, salah satu diantaranya adalah anggaran yang
memadai. Tanpa didukung anggaran sangat sulit untuk dapat
direalisasikan/diwujudkan suatu proyek perubahan.

S. REKOMENDASI / SARAN 
 
Pelaksanaan Proyek Perubahan yang dilaksanakan di Biro Operasi
Polda DIY baru dilaksanakan pada tahap jangka pendek dan
untuk jangka menengah dan jangka panjang belum dapat
dilaksanakan sepenuhnya. Oleh karena itu
disarankan/direkomendasikan sebagai berikut :
 
1.  Perlu adanya kesinambungan Proyek Perubahan tersebut, oleh
karena itu pada tahapan jangka menengah dan jangka panjang
agar dapat dilanjutkan sehingga optimalisasi peran Command
Center dapat diwujudkan di Biro Operasi Polda DIY dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Konsep pengintegrasian seluruh aplikasi pelayanan masyarakat
agar dapat disempurnakan pada tahap jangka menengah dan
jangka panjang, sehingga semua pelayanan masyarakat dapat
termonitor dan terdatakan dengan akurat sebagai data base Polda
DIY.
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4. Perlu dibentuk tim monitoring terhadap pelaksanaan Proyek
Perubahan guna memantau dan monitoring kendala yang
dihadapi dalam merealisasikan program Proyek Perubahan
sekaligus mengevaluasi kekurangan dan kelemahan guna
perbaikan dan peningkatan kinerja. 

5. Terhadap pejabat yang dilibatkan dalam Proyek Perubahan
agar tidak dialih tugaskan sampai dengan tahapan Proyek
Perubahan selesai pada tahapan jangka menengah supaya dapat
diberikan tanggung jawab terhadap kelanjutan Proyek Perubahan
tersebut.

V. KOMITMEN TINDAK LANJUT

 Pelaksanaan proyek perubahan tentang Optimalisasi Command
Center Polda DIY beserta jajaran Polres/ta dalam rangka
melaksanakan peningkatan pelayanan masyarakat, tidak berhenti
selama PKN II di Pusdikmin Polri berlangsung, tetapi kami
berkomitmen akan tetap melanjutkan implementasi proyek
perubahan pada jangka menengah dan jangka panjang ditempat
kami bertugas.
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

 SURAT PERSETUJUAN MENTOR1.
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

2. KEGIATAN 1
                A. SPRINT TIM EFEKTIF
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

B. NOTA DINAS UNDANGAN RAPAT TIM EFEKTIF
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

C. DAFTAR HADIR RAPAT TIM EFEKTIF
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

D. LAPORAN HASIL RAPAT TIM EFEKTIF
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

3. KEGIATAN 2
A. SURAT PERINTAH DAN JADWAL PIKET 110
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

3. KEGIATAN 2
A. SURAT PERINTAH DAN JADWAL PIKET 110
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

B. SURAT PERINTAH DAN JADWAL PIKET COMMAND CENTER 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

4. KEGIATAN 3 : RAPAT IDENTIFIKASI PERAN TUGAS COMMAND CENTER
A. SURAT UNDANGAN RAPAT
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

B. DAFTAR HADIR 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

B. DAFTAR HADIR 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

B. DAFTAR HADIR 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

C. LAPORAN HASIL / NOTULEN RAPAT
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

C. LAPORAN HASIL / NOTULEN RAPAT
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

C. LAPORAN HASIL / NOTULEN RAPAT
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

D. LAMPIRAN IDENTIFIKASI PERAN TUGAS COMMAND CENTER
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

5. KEGIATAN 4
A. NOTA DINAS UNDANGAN RAPAT PENYUSUNAN KEP
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
5. KEGIATAN 4
A. DAFTAR HADIR
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
A.KEP KAPOLDA DIY

D. SURAT KAPOLDA PERIHAL PENGIRIMAN KEP KAPOLDA KEPADA PARA

KASATKER DAN KASATWIL 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
1. KEGIATAN 5. (NOMENKLATUR COMMAND CENTER)
A. SURAT PENGANTAR 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
A.NASKAH TELAAHAN STAF TENTANG NOMENKLATUR COMMAND


CENTER
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
A.NASKAH TELAAHAN STAF TENTANG NOMENKLATUR COMMAND


CENTER
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
A.NASKAH TELAAHAN STAF TENTANG NOMENKLATUR COMMAND


CENTER
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
A.NASKAH TELAAHAN STAF TENTANG NOMENKLATUR COMMAND


CENTER
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
A.NASKAH TELAAHAN STAF TENTANG NOMENKLATUR COMMAND


CENTER
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
A.NASKAH TELAAHAN STAF TENTANG NOMENKLATUR COMMAND


CENTER
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
A.NASKAH TELAAHAN STAF TENTANG NOMENKLATUR COMMAND


CENTER
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
A.USULAN STRUKTUR ORGANISASI COMMAND CENTER




7. KEGIATAN 6. 
A. STR PELATIHAN PENINGKATAN KEMAMPUAN OPERATOR SPKT
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
A. DAFTAR HADIR

C. LAPORAN HASIL KEGIATAN
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
8. KEGIATAN 7

A. STR PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN OPERATOR



B. DAFTAR HADIR
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
C. LAPORAN HASIL KEGIATAN

9. KEGIATAN 8
A. STR PENGINTEGRASIAN APLIKASI ALWA 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
B. SPRINT PENGINTEGRASIAN APLIKASI ALWA

ASIL KEGIATAN

C. LAPORAN HASIL PENGINTEGRASIAN APLIKASI ALWA
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
10. KEGIATAN 9

A. STR RAKOR PERLUASAN APLIKASI VENOM SAMPAI TINGKAT POLSEK





B. DAFTAR HADIR
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
C. SPRINT PEMASANGAN APLIKASI VENOM PADA KENDARAAN PATROLI 




D. LAPORAN HASIL PEMASANGAN APLIKASI VENOM
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
11. KEGIATAN 10 : LAPORAN HASIL DUKUNGAN STAKE HOLDER
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
12. KEGIATAN 11 

A. STR UJI COBA E-PELAYANAN PENGADUAN 110



B. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
13. KEGIATAN 12

A. LAPORAN HASIL MONEV JANGKA PENDEK
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DAFTAR PUSTAKA

1.UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN
PUBLIK.

3. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN.

4. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG TATACARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

5. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH.

6. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 07 TAHUN 2019 TENTANG COMMAND
CENTER.
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